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PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 21 TAHUN 2OT2

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PEMTUMN GUBERNUR GORONTALO NOMOR l TAHUN 2012
TENTANG PEN]ABAMN ANGGAMN PENDAPATAN DAN BELANJA DAEMH

Menimbang : a.

PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGAMN 2012

DENGAN MHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2012 dan sehubungan dengan
perkembangan keadadn yang menyebabkan pergeseran antar unit
organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, serta untuk

melaksanakan program dan kegiatan yang bersumber dari pergeseran

anggaran sesuai Persetujuan DPRD Nomor : 900lDPRDl452l20t2 dan
Nomor: 900/DPRD l456l20LZ Perihal Persetujuan Revisi Anggaran;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubemur Gorontalo tentang

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 1 Tahun 20L2
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2012;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor

68, Tambahan Lembardn Negara Republik Indonesia Nomor 3312)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak

Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3688);
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3.

4.

5.

8.

9 .

6.

7.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tenlang pembentukan provinsi

Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4060);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Neqara

Republik Indonesia Nomor 4252);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126.
ITambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); I
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11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat, Dewan
Peruyakilan Rakyat Daerah dan Dewan perwakilan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tenbng Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tghun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4502);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar,

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
,

Nomor4503); J
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18.

t v

20.

27.

z..l,

25.

22.

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Peftanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara;

Republik Indonesia Nomor 4693); \-/

BI
RO

 H
UKU

M
 

SE
TD

A 
PR

O
V.

 G
O

RO
NTA

LO



?6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian

Urusan Pemerintahan Antara pemerintah/ pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah provinsi sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011
tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta

Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OtI
Nomor 44);

Peraturan Menteri Dalam Negeri 32 Tahun 2011 tentang pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan BeJanja Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);

29. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006

Nomor 03 Seri E);

30. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2012
(Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 06).

MEMUTUSKAN :

: PEMTUMN GUBERNUR PROVINSI GORONTALO TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 1
TAHUN 2012 TENTANG PENJABAMN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAEMH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGAMN 2012

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2012 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo
Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012

Nomor 01) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga menjadisebagaiberikut: 
I

\-./

28.
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Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai
berikut:

1 Dandenrien

a. Pendapatan Asli Daerah

b. Dana Perimbangan

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

lumlah Pendapatan Rp. 913.401.827.0t9,20

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Bunga

3) Belanja Subsidi

4) Belanja Hibah

5) Belanja Bantuan-Sosial

6) Belanja Bagi Hasil

7) Belanja Bantuan Keuangan

8) Belanja Tak Terduga

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Barang dan Jasa

3) Belanja Modal

3. Pembiayaan ;

a. Penerimaan

b. Pengeluaran

Rp. 36.392.286.512,00

Rp. 25 1.385.767.04t,80

Ro. 145.486.756.259,00

Rp, 433.264.809.812.80

JumlahBelanja Rp. 938.401.827.019,20

Surplus/(Defisit) Rp. (25.000.000.000,00)

60.000.000.000,00

35.000.000.000,00

Rp. 25.000.000.000.00

Rp. 161.639.396.184,20

Rp. 630,131.540.835,00

Ro. 121.630.890.000.00

Rp. 238.269.991. 136,40

Rp. 0,00

Rp. 4.500.000.000,00

Rp. 186.880.812.000,00

Rp. 600.000.000,00

Rp. 54.676.214.070,00

Rp. 15.210.000.000,00

Rp. 5.000.000.000,00

Rp. 505,137,017 .206,40

Rp.

Rp.

Jumlah Pembiayaan Neto

Sisa lebih pembiayaan anggaran

tahun berkenaan Rp. 0,00
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Pasal Ii

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak bulan Mei 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah provinsi

Gorontalo,

BERITA DAEMH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2012 NOMOR 21
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aansanggar@gmail.com
Typewritten text
2 Mei 2012

aansanggar@gmail.com
Typewritten text
2 Mei 2012


